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PUTUSAN
Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
. < pat dan tanggal lahir
Long Bagun Tengah, 14 Oktober 1999, agama Islam,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
pekerjaan lbu Rumah Tangga, tempat kediaman di
|
I <abupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Zamzam Mubarok, S.H., Advokat yang
berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI) Bena Benua Etam Kaltim Di JI. Kh
Ahmad Muksin Gang Soponyono, RT.05, Blok C,
No.23, B, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2021
sebagai Penggugat;
melawan
I <t dan tanggal lahir tenggarong, 05
Oktober 1996, agama Islam, Pendidikan Sekolah

Lanjutan  Tingkat Atas, pekerjaan  Karyawan

Swasta,tempat kediaman di || | GcNEEEEEE
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan
Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
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Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 11 April 2021

telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Tgr,

tanggal 26 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Istri sah dari TERGUGAT yang
melangsungkan pernikahan pada Tanggal 16 Maret 2019, dihadapan
pegawai catatan Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara
Nomor : 184/040/111/2019 tertanggal 16 Maret 2019.

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah kemudian
bertempat tinggal di Rumah orang Tua TERGUGAT di Dusun Bangun Rejo
RT.20, Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Oktober 2020.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT Tidak
memiliki anak..

4. Bahwa Bahwa Keadaan Rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT
semula berjalan rukun dan Harmonis, namun sejak bulan Desember 2019
antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan hubungan PENGGUGAT dan
TERGUGAT pada akhirnya menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT
tersebut dikarenakan TERGUGAT tidak mempunyai pekerjaan, TERGUGAT
jarang mau menginap di rumah PENGGUGAT dan PENGGUGAT merasa
tidak cocok dengan Orang Tua Tergugat.

6. Bahwa semenjak Pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus
antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT berpisah rumah pada Bulan Oktober 2020 sampai Gugatan ini

diajukan ke Pengadilan Agama Tenggarong.
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7. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran ini antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT sempat didamaikan oleh Orang Tua PENGGUGAT dan
TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak mempunyai komitmen untuk
memperbaiki diri.

8. Bahwa PENGGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan
TERGUGAT, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas,
terlebih  PENGGUGAT menyadari benar, dengan seringnya terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT akan
menimbulkan beban psikologis kepada PENGGUGAT, maka tindakan terbaik
yang dapat dilakukan PENGGUGAT adalah mengajukan PERMOHONAN
GUGATAN CERAI ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, Pengadilan
Agama Tenggarong.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan PERMOHONAN PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menjatuhkan talak satu bad€™in sugraa TERGUGAT (GG
) Terhadap PENGGUGAT (I
!

3. Membebankan biaya Perkara kepada PENGGUGAT,;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Zamzam Mubarok,
S.H.) telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai wakil/lkuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan
dari Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Tgr yang
pertama tanggal 30 April 20201 dan yang kedua tanggal 10 Mei 2021 yang
dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu

halangan yang sah ;
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Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli dari dokumen

sebagai berikut:

1. Asli surat gugatan Penggugat.

2. Asli surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat.

3. Surat persetujuan dari prinsipal tentang berperkara secara e-
court.

Bahwa, Kuasa Hukum yang diajukan Penggugat telah memenuhi
ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima untuk beracara
mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi
nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai
dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi
tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat
oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun
kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka
Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan
alat-alat bukti sebagai berikut:

[. BUKTI SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor

184/040/111/2019, tanggal 16 Maret 2019. fotokopi tersebut telah

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai,

kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Il. SAKSI-SAKSI:
1.  Rusman bin Ramidin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan
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Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ayah tiri Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami
isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan dirumah
orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sejak bulan Desember 2019 mulai tidak harmonis karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki
pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan/nafkah
rumah tangga;

- Bahwa saksi yang sering membantu Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Oktober 2020, Tergugat
pergi meninggalkan tempat kediaman hingga saat ini dan tidak
menjalankan kewajiban berupa nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. Elisabeth Febriani Tuko binti Agustus Jidang, umur 38 tahun,

agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa

Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami
isteri;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan dirumah
orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sejak bulan Desember 2019 mulai tidak harmonis karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki
pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan/nafkah
rumah tangga;

- Bahwa saksi yang sering membantu Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Oktober 2020, Tergugat
pergi meninggalkan tempat kediaman hingga saat ini dan tidak
menjalankan kewajiban berupa nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi di
persidngan ini dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon
keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan
keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan berita acara panggilan
(relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui
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Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara namun tidak pernah datang
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak
disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan
Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal
146 RBg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo.
Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat
telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh
pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam
PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim
akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan fotokopi
Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-
pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan
perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Desember
2019 Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dengan faktor
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penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat tidak memiliki
pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan/nafkah rumah
tangga. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2020 yang berakibat
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap
di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan
Penggugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor
583/Pdt.G/2021/PA.Tgr. tanggal 30 April 2021 telah diberitahukan bahwa surat
gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada
persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil
gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka
dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149
R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat
diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara
perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex
generalis), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat
diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta
orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka majelis
masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari
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pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun
Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan dua orang saksi yang
selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama
Penggugat, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara
Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti
tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301
R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Biaya Meterai dan oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah pula
menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan
keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan
Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat ([ Gz
) tc'ah memberi
keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil
gugatan Penggugat. Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki
pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan/nafkah rumah
tangga. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini
dalam tenggat waktu 6 bulan lamanya. Saksi telah berusaha untuk menasihati
Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil. Kondisi ini adalah fakta
yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga
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keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan saksi II Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang
dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah
sejak tanggal 16 Maret 2019 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober
2020 sudah tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat tidak
memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan/nafkah
rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tingga yang
hingga kini telah berlangsung dalam tenggat waktu 6 bulan dan tidak saling
memperdulikan;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dengan cara
menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim
menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah pecah (broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga
/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam )
tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah

satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai
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suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Sementara tindakan dan sikap
Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi
kebutuhan/nafkah rumah tangga mengkibatkan perselisihan dan pertengkaran,
hal tersebut menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari
sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk
dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan
mendatangkan rasa tidak aman, madharat atau mafsadat daripada maslahat
bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam
menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil
manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat
dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan
dengan dalil syar’i sebagai berikut:

1. Kaidah Fighiyyah yang berbunyi :
tllanll cd> (e pabo awlas]ls )

Artinya :“menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil

kemaslahatan’;

2. Dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid Il halaman 405 sebagai berikut:

o 52Y ol 9g8 s old pobwall plS> o oS> Il 5 po
Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di

persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi
panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan
gugurlah haknya,;

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

aidl Sl e antgl slgigl jjmi s ol
Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang
dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”;
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Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh
Pengadilan Agama Tenggarong, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai
pihak, baik keluarga Penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa
perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian
benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah
tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26
Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi
pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu dengan merujuk kepada
yurisprudensi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga
yang terus menerus berselisin dan bertengkar dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sesuai dengan
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum,
karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal
91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada
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Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini;
Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara’ dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([ GcNGEEE
B tcrhadap Penggugat (N
)}

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada Kamis, tanggal 27 Mei 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad
Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin,Lc.,M.A. dan
Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
27 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah, oleh
Ketua Majelis tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.-H.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Nor Hasanuddin,Lc.,M.A. Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.
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Hakim Anggota,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.
Perincian biaya :

- PNBP :Rp 60.000,00
- ATK Perkara :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  300.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp  420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).
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